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ABSTRAK

PRAKTEK TAUKIL WALI NIKAH DI KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF ‘URF

Penulis :
HANDI JEKSON
NIM. 1911680021

Pembimbing :
1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Dr. lwan Ramadhan, M.H.I

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Apabila
tidak ada wali, maka perkawinan dianggap tidak sah. Menurut hukum Islam dan
aturan perkawinan di Indonesia, jika wali berhalangan untuk menghadiri akad
nikah, maka dibolehkan untuk taukil wali nikah kepada Kepala KUA Kecamatan
atau Penghulu atau orang lain yang dipercayai. Praktek taukil wali nikah di Kota
Bengkulu masih banyak terjadi. Terjadinya praktek taukil wali nikah di Kota
Bengkulu ini disebabkan oleh beragama alasan, baik itu alasan yang dibenarkan
oleh syar’i ataupun alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i. Rumusan masalah
dalam penelitian adalah : 1) Bagaimana praktek taukil wali di Kota Bengkulu ? 2)
Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktek taukil wali di Kota Bengkulu ? Tujuan
dari penelitian ini, pertama untuk menjelaskan tentang praktek taukil wali nikah
di Kota Bengkulu. Kedua, untuk menjelaskan tinjauan “urf terhadap praktek taukil
wali di Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan
menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat perilaku Kepala KUA
Kecamatan dan Penghulu dalam melakukan praktek taukil wali nikah di Kota
Bengkulu, kemudian menggunakan ‘urf'sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian
ini menunjukkan : pertama, bahwa praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu
terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, baik itu karena uzur syar’i ataupun
alasan di luar ditentuan syar’i. Kedua, praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu
adalah bagian dari ‘urf shahih jika dalam pelaksanaannyan sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi
sebaliknya bisa menjadi ‘urf fasid jika taukil wali nikah disebabkan karena adanya
unsur ketidaksukaan dan kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.

Kata Kunci: Wali Nikah, Taukil Wali Nikah, ‘Urf



PRACTICE TAUKIL GUARDIAN NIKAH IN BENGKULU
'URF PERSPECTIVE

ABSTRACT

Guardian in marriage is one of the pillars that must be fulfilled. If there is no
guardian, the marriage is considered invalid. According to Islamic law and
marriage regulations in Indonesia, if the guardian is unable to attend the marriage
contract, it is permissible to give the marriage guardian taukil to the Head of the
District KUA or Penghulu or other trusted person. The practice of marriage
guardian taukil in the city of Bengkulu is still a lot going on. The occurrence of
the practice of marriage guardian taukil in Bengkulu City is caused by religious
reasons, whether those are reasons justified by syar'i or reasons that are not
justified by syar'i. The formulation of the problem in the research are : 1) How is
the practice of taukil guardian in Bengkulu City? 2) How is 'urf's review of the
practice of taukil guardian in Bengkulu City?. The purpose of this study, firstly to
explain the practice of marriage guardian taukil in Bengkulu City. Second, to
explain the 'urf review of the practice of taukil guardian in Bengkulu City. This
research is a type of field research using an empirical juridical approach, namely
looking at the behavior of the Head of the District KUA and Penghulu in carrying
out the practice of taukil guardians of marriage in Bengkulu City, then using 'urf
as an analytical knife. The results of this study indicate: first, that the practice of
marriage guardian taukil in Bengkulu City occurs because it is caused by many
factors, whether it is due to syar'i age or reasons other than syar'i. Second, the
practice of marriage guardian taukil in Bengkulu City is part of 'urf sahih if in its
implementation it is in accordance with the provisions of Islamic law and the
legislation in force in Indonesia. But on the other hand it can become 'urf fasid if
the marriage guardian's taukil is caused by an element of dislike and anger
towards the marriage being carried out.

Keywords: Guardian of Marriage, Taukil Guardian of Marriage, ‘Urf
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6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata
pengantar ini.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian integral dari syari’at Islam. Syari’at telah
menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin
melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui
aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan
pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah.
Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan
dalam suatu akad nikah,! dan wali adalah pengasuh pengantin perempuan
pada waktu menikah dengan seorang pengantin laki-laki.?

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut
mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat
bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri
ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian pernikahan, tidak dapat
berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab

perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan

LAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90
2Abdurrahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003, h. 165



suatu akad nikah.® Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat
berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan
dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan
perkawinan.*

Dalam aturan perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi
Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang
bertindak untuk menikahkannya.®

Begitu prinsipnya permasalahan wali dalam sebuah pernikahan, oleh
karena itu jika dalam suatu kondisi yang disebabkan adanya uzur syar’i
seorang wali tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka ia maka
dapat mewakilkan hak walinya kepada orang lain yang memenuhi syarat
untuk menjadi wali nikah sebagai ganti dari dirinya.

Ada beberapa pendapat Imam Mazdhab tentang perwakilan wali nikah.
1. Pendapat Imam Hanafi

Boleh seorang wanita dewasa, baik perawan maupun janda untuk
mewakilkan pernikahan pada orang lain untuk melangsungkan akad nikah.
Begitupun dengan seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk
menikah, dengan syarat dalam perwakilannya adalah seorang yang ahli

dalam hal nikah baik laki-laki maupun perempuan.

$Muhammad Bagir, Figh Praktis 11, (Bandung: Kharisma, 2008), h. 27

4Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69

SKompilasi Hukum Islam
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Tidak sah wakilnya seorang anak kecil yang tidak berakal, dan juga
seorang yang gila. Dan tidak perlu melaksanakan pengakuan dari wakil.
Karena menurutnya seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan
dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain
dalam akad pernikahan. Sebagaimana kaidah fikih “setiap perkara yang
boleh dilakukan oleh seseorang yang boleh dilakukan oleh seseorang
secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang
lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan”.5

2. Pendapat Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i tidak diperbolehkan seorang wali
mewakilkan perwaliannya pada orang lain, kecuali dengan izin
perempuan. jika perempuan tersebut berkata kepadanya “wakilkanlah”,
maka dia dapat mewakilkan. Jika dia meolaknya, maka dia berhak untuk
mewakilkan menurut pendapat yang shahih karena dengan izin ini dia
menyerupai orang Yyang diberikan wasiat dan orang yang diberikan
tanggung jawab.

Kedua orang ini memiliki hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin,
jika wali yang selain mujbir mewakilkan orang lain untuk melakukan
pernikahan sebelum dia meminta izin kepada perempuan, maka dalam
pendapat yang sahih tidak sah, Karena dia tidak memiliki hak untuk

mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri.’

®Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuh, Jilid Ke-9, Terjemah. Abdul Hayyie
AlKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 206
"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuh......, h. 207
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3. Pendapat Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali sah seorang wali mujbir atau selainnya
boleh untuk mewakilkan pernikahan kepada kerabat dekat tanpa izin
wanitanya. Karena wali berhak atas pelaksanaan akad nikah, maka
mewakilkan pada orang lainpun adalah haknya wali. Dan syarat seorang
wakil adalah izin dari wanita yang akan dinikahkannya setelah si wakil
mendapat perwakilan dari wali wanita yang akan menikah, bukan sebelum
mendapat perwakilan. Jika sebelumnya, maka tidak sah perwakilannya
tersebut.

Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya seorang wali,
yaitu laki-laki, dewasa dan selain kedudukannya sebagaimana yang telah
disebutkan, tidak sah dalam melaksanakan perwakilan dalam nikahnya
wanita selain dari keluarganya.®

Jumhur fugaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang
perempuan tidak boleh mewakilkan wali kepada orang lain selain walinya
untuk menikahkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk
dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain
dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakilkan
orang lain untuk menikahkannya tanpa seizin perempuannya. Sebagaimana

seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya.®

8\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuh....., h. 206
SWahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuh....., h. 207
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Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang kebolehan
perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28
yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain”.1°

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor
20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 4 dan 5
disebutkan :!

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab gabul pada saat akad nikah, wali nasab
dapat mewakilkan kepada Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang
memenubhi syarat

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat
surat taukil wali dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan
wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam praktek pelaksanaan akad nikah di masyarakat Kota Bengkulu
sering terjadi seorang wali nikah dengan mudahnya memberikan kuasa hak
perwaliannya kepada orang lain atau kepada Penghulu/Pegawai Pencatat
Nikah, walaupun wali tersebut ikut serta menyaksikan akad pernikahan
anaknya.

Terlepas dari adanya udzur syar’i, kondisi ini tentu memprihatinkan,

dam memperjelas adanya hubungan yang kurang baik antara orang tua (wali)

dengan anak kandungnya atau calon mempelai wanita.

WK ompilasi Hukum Islam
Uperaturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Perkawinan
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Sejatinya, seorang yang menjadi wali nikah untuk anaknya merupakan
representasi cinta, do’a dan restu atas pernikahan tersebut, sekaligus
menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin komunikasi
yang baik dan harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan
calon suami antara anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan
ketentraman.

Menjadi wali nikah merupakan bentuk tanggung jawab orang tua
terhadap anaknya. Sang ayah menunjukkan bahwa ia telah berhasil
mengantarkan anak perempuannya itu hingga di usia dewasa dan siap untuk
hidup bersama lelaki lain yang akan menjadi suaminya. Menjadi wali berarti
bentuk tanggung jawab terakhir seorang ayah setelah sekian lama mendidik
anak perempuannya. Kini saatnya ia harus merelakan anak perempuannya
berpisah dengan dirinya, dan hidup mandiri bersama lelaki lain yang ia cintai.
Menjadi wali berarti belajar ikhlas bagi seorang ayah untuk melepaskan
kepergian anak perempuannya untuk hidup dengan lelaki lain.

Menurut Muhammad Sururi, S,Th.l., M.H.I, Penghulu di KUA
Kecamatan Sungai Serut, bahwa praktek tersebut memang tidak menyalahi
aturan hukum, tapi terlepas dari itu sebagai penghulu berkewajiban untuk
menyampaikan kepada wali (ayah kandung mempelai wanita) tentang makna
pentingnya orang tua menjadi wali nikah bagi putrinya, karena disitulah letak
wujud kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, penghulu
berupaya “memaksa” untuk tetap menjadi wali nikah walupun hanya dengan

membaca tulisan ijab atau dituntun dalam pengucapakan ijabnya.
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Disisi lain menurut Zulhamdi, S.H.I, Penghulu di KUA Kecamatan
Singaran Pati, jika ada wali nikah yang memberikan taukil kepada orang lain,
baik itu walinya berada di majlis akad nikah ataupun tidak, maka tetap akan
diterima selama memenuhi syarat. Dan jika taukil kepada penghulu maka itu
juga sudah menjadi bagian dari tupoksi penghulu dan harus dilaksanakan, dan
penghulu tidak akan memaksa orang tua untuk tetap menjadi wali nikah untuk
anaknya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih
lanjut tentang bagaimana praktek taukil wali di Kota Bengkulu. Apakah
praktek taukil wali tersebut memang akibat adanya udzur syar’i, atau memang
sudah menjadi suatu praktek yang sudah membudaya dalam masyarakat.
Selain itu, akan dianalisis juga apakah praktek taukil wali tersebut sudah

memenuhi kriteria ‘urf'dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktek taukil wali di Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktek taukil wali di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan konsep taukil wali dalam hukum Islam
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b. Untuk menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap praktek taukil wali di Kota
Bengkulu
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan
memperkaya khazanah pengetahuan terkait taukil wali menurut
perspektif ‘urf serta prakteknya di kota Bengkulu. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan
penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.
b. Secara praktis
Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk mengukur
kemampuan penulis dalam menggali permasalahan taukil wali. Bagi
penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah, penelitian ini dapat digunakan
sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam praktek taukil wali

nikah.

D. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikuti :
Bab | Pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
Bab Il Kerangka Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan

Pustaka, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir
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Bab Il Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang Jenis
Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber
data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas
tentang Deskripsi Hasil Penelitian yang terdiri dari Pengertian Penghulu,
Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu serta Sebaran Penghulu di Kota Bengkulu,
Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu, dan Tinjauan ‘Urf Terhadap
Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB |1

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Wali Nikah
a. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan sebuah
keharusan. Sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum
apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa wali. Karena
sangat pentingnya posisi wali dalam pelaksanaan pernikahan, maka
sebuah keharusan untuk memahami apa itu wali.

Perwalian dalam literatur figih Islam disebut al-wilayah (%Y l!)
kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya
adalah al-wali (s ) dan jamaknya adalah al-awliya (WY ). Kata al-
wali (s ) merupakan kata dalam bentuk isim fa’il (orang yang
melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan
sebagai orang yang menolong.*?

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang
diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan

melindungi orang atau barang.'* Begitu pula dalam Figh

2Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 134.

13Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), h.92.
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Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang
dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.*
Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang
yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk
bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa
hal-hal sebagai berikut :

1) Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak
yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.

2) Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang
atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.

3) Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian
seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.

4) Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara
atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang
yang dipimpinnya.®

Dengan  demikian, secara umum  perwalian  dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Perwalian terhadap orang

2) Perwalian terhadap barang

4Sayyid Sabig, Figh Sunnah 7, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. I, (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2013), h. 7.
SMuknhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan..., h. 93.
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3) Perwalian atas orang dalam perkawinan

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan
perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan
perwalian dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “Wali Nikah”.

Secara etimologi wali berasal dari Bahasa Arab (s ) yang
berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.'® Sedangkan
secara terminologi, wali nikah adalah orang yang mempunyai
wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah
perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu
dianggap tidak sah.’

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang
yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan
akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai,
yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu
sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.8

Bahwasanya wali nikah menurut Jumhur Ulama' merupakan
salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad
nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 232,

yang berbunyi :

¥Ahmad  Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1582

"Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesi, (Bandung: Mandar Maju, 2007),
h. 88.

BAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 77.
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. ltulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui. ”(QS. Al-Bagarah : 232)%°

Kemudian hadis Nabi SAW yang berbunyi :

éﬁiuﬂ‘el“}wm‘&mm\dwjdﬁd@whs&"
& letlea L)) 5 Leudi & MBS KU1 5 Lealy (e Lgmsdy
emw\)f\uu\@@,uum@mug}u@:u”
(plose 5 sl ol 5 )

“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi saw. bersabda: "Perempuan
janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis
diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada
suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: "Tidak ada urusan wali
terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)”
(HR. Bukhori dan Muslim).?

Dan Hadits Nabi SAW :

a;s;zif\w(,s“juc&\gmﬁ\ddeGd@muQ;
PO B T PR LR F JVCT S PR PRV FOX 0N
O Cuas 4d JB 5 (52 il

“Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, —“Barang siapa di
antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari
walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali) ” . Jika
suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya

Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia,
2012), h. 46

21bn al-Rusyd, al-Bidayah al-Mujtahid, terj., Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani:1995),
h. 367.
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(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudianapabila
mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang
tidak mempunyai wali. ” (HR. Tirmidzi)*

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya :

5815l 1A 335 Y ¢ all 5k QW8 08 535006 A (e
saabe o, L £33 3 oa B30 8 i Bl 2358 Y

®

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,

“Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita

menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang

menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Hadits yang diriwayatlgan lonu Abbasra:

.JA;\(:UJJJ.G g&b;@y&\ C\SJY d&‘\-\c‘\ﬂ\@é‘)uﬂb‘: L)"\U‘:
Dari Ibnu Abbas ra. Nabi SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan
kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adi”(HR. Ahmad)

b. Macam-Macam dan Syarat Wali Nikah
Penyebab munculnya perwalian wali dalam kehidupan ada empat
yaitu :

1) Ubuwwah (Ayah) vyaitu ayah kandung keatas (kakek dan
seterusnya)

2) Ushubiyyah (sebangsa nasab) yaitu Hubungan kekerabatan atau
keturunan, seperti perwalian sesesorang atas salah seorang
kerabatnya atau anak-anaknya selain Ayah.

3) I'tag (memerdekakan) yaitu Karena memerdekakan seseorang

budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah

dimerdekakannya.

2LAbu Bakar Muhammad, Terjemah Subul as-Salam 11, (Surabaya: al-lkhlas,1991),
h. 428.
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4) Assulthoniyah (kekuasaan/pemerintah) yaitu Karena pengangkatan,
seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau
perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.?

Adapun macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :2
1) Wali Nasab
Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon
mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial
dengan calon mempelai perempuan.
Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu :
a) Wali Nasab Mujbir
Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali
nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa
kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan
tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang
wajar.2* Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya
keatas.
b) Wali Nasab Biasa
Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak
mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon

mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari saudara

22Syekh Muhammad bin gosim al Ghuzzi, Fathul Qorib, (Damaskus: Maktabah Darul
Mahabbah), h. 73.

23Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty,1989), h. 46.

24Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 51.
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laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki
ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota
keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilinial.

2) Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang
berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau
petugas lain dari Kementerian Agama. Calon mempelai perempuan
dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui
Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat
ditempuh.

Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau
lembaga masyarakat yang biasa disebut Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi
untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak
sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali
hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai
Pencatat Nikah (PPN).%

Hal di atas menjelaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai
wali nikah itu adalah wali nasab atau wali hakim. Wali nasab telah
dijelaskan pada penjelasan di atas. Wewenang wali nasab
berpindah ke tangan wali hakim apabila :

a) Ada pertentangan pada wali itu;

BA. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet. ke-Il, (Bandung: al-Bayan
1995), h. 62.
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b) Apabila wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin
menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau
ghaib atau adhal (enggan menikahkan).?

Syariat Islam menetapkan adanya wali hakim itu adalah
untuk menghilangkan kesulitan pelaksanaan suatu pernikahan.
Ketika wanita itu mau dinikahkan kepada seorang laki-laki yang
sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil, sedangkan wali
nasab tidak mau melaksanakan pernikahannya dan apabila kedua
calon mempelai tidak mau menunda pernikahan sampai ada wali
nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, sebab
ada hadits yang isinya tidak boleh menunda nikah manakala sudah
wajar.

Di Indonesia wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak
atau wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal wali
adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
setelah ada keputusan dari yang berwenang tentang hal itu.?’

Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim

dikarenakan :

Z6Djaman Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 73.
27Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.
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d)

Tidak terdapat wali nasab (gaib)?
Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak
memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
Wali nasab sedang haji atau umrah
Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (‘adhal)
Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang
ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang
menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki
sepupunya, baik kandung atau seayah.?

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :
Wanita yang belum baligh;
Kedua belah pihak (calon wanita dari pria) tidak sekufu;
Tanpa seizin wali yang akan menikahkan;

Di luar daerah kekuasaannya.

3) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah wali yang bukan berasal dari

keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak

Z1bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Darul Ffikr), h.

226.

Z1bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid..., h. 226
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penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih
dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat
bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau
menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali
nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan
dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi
syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali
yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali muhakkam atau
tahkim 3!

Jadi, wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon
suami dan atau calon istri, adapun cara pengangkatannya (cara
tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada
seseorang dengan kalimat :

“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan
si.... (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya
terima dengan senang.” Setelah itu juga mengucapkan hal yang
sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim

(B3]

ini”.
Wali tahkim terjadi apabila :*?

a) Wali nasab tidak ada;

30Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul Pres, 1986), h. 66.

$LAhmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 1999), h. 45.

%H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 98.
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b) Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan,
serta tidak ada wakilnya si situ; dan

c) Tidak ada hakim atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, dan rujuk
(NTR).

Mempelai perempuan juga bisa menggunakan wali
muhakkam apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan
tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena
menolak menjadi wali.

4) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya.
Artinya majikannya sendiri  (laki-laki) boleh menikahkan
perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu
rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah
hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaanya.®® Allah SWT

berfirman dalam surat an-Nur ayat 32 :

1555 &) &)y ale wugu\“suww\ \Ps;\j

“Dan kawinkanlah orang orang yang sedlrlan dlantara kamu dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahu i.(QS. An-Nur: 32)%

%H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap..., h.

%Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya...., h. 494,
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Adapun hadits yang menjadi dalil tentang diperbolehkannya

menikahi budak perempuan untuk dirinya sendiri, yaitu :

WJ"-"‘) L@.z-jj) ik d;‘.d (..Lw) Acl;« ) &‘L\& ald) J).w) ol
B Lé-:-l-prjﬁ\)\%—; o

“Membebaskan Shafiyya lalu beliau menikahinya, dan beliau
menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian
beliau mengadakan walimah dengan Hais sejenis makanan dengan
bahan kurma, tepung dan samin) "

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang
menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar
suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.

5) Wali ‘Adhal
Kata ‘edhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa

Arab yaitu Jxac-Juazy-Sac, = Wali  ‘adhal adalah wali yang

tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal
dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing
pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.®’

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali
‘adhal ialah wali nasab yang mempuyai kekuasaan untuk

menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya,

%1bn al-Rushd, al-Bidayah al-Mujtahid, terj..., h. 367.

36Ahmad Warson Munawwar. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap.., h. 1582.

37Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. ke |, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1993), h. 1339.
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tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya
seorang wali tersebut.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan
ada di tangan wali agrab, atau orang yang mewakili wali agrab
atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali
agrab saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam
perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak
melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang
dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si
perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek
akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya
dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali agrob adalah
yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah
kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.®

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan putrinya
tanpa alasan yang dapat diterima, padahal putrinya sudah
mencintai calon suaminya karena telah mengenal pribadinya, baik
agamanya maupun budi pekertinya, maka wali yang enggan
menikahkan seperti ini dinamakan wali ‘adhal yang dzalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu

alasannya apakah alasan syar’i atau alasan tidak syar’i. Alasan

h. 120

%Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),
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syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya

anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum

dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik
misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak
menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i seperti ini,
maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada
pihak lain (wali hakim).

Seorang wali dapat dikatakan ‘adhal apabila :

a) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang
telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran
calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya
mengawinkan kepada walinya maupun tidak;

b) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya
yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang
bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan
lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa
orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu :=

a) Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena
kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam

kesengsaraan;

33M. Thalib, 20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak, cet. ke-12, (Bandung:
Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 90.
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b) Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan
atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa
khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak
memeiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga
Bangsawan.

c) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang
dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu
merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang
kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga
semacam ini.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial,
kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya
merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak bisa dikesampingkan
dalam mencarikan dan memilih pasangan untuk wanita, maka
adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela.
Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama
didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama
dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela.
Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan
anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar’i yaitu
alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut

disebut wali ‘adhal.
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Dengan melihat macam-macam wali di atas maka urutan wali
yang berhak menjadi wali dalam pernikahan sebagai berikut :
a) Ayah
b) kakek atau Abul ab (kakek dari bapak) dan seterusnya.
¢) Saudara laki-laki sekandung (tunggal bapak dan Ibu).
d) Saudara laki-laki sebapak
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan
sebawahnya.
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan sebawahnya
g) Paman yang seayah seibu.
h) Paman seayah
i) Anak laki-laki dari paman seayah seibu.
J) Anak laki-laki dari paman seayah
Jika wali dari nasab tidak ada maka walinya maula mu'tiq
(sayyid yang memerdekakan) jika tidak ada maka pewarits dari
maula mu’tig Sebagaimana urutan di atas, jika tidak ada maka
Hakim. Hakim bisa mengawinkan jika tidak ada aulia (wali-wali
nikah) dan maula mu’tiq.*’ Tidak adanya wali adakalanya wali nikah
ini pergi sejauh dua marhalah dan tidak ada wali yang hadir dalam
pernikahan, jika tidak maka dahulukan wali hakim. Lain halnya

Imam al-Bulgini jika jelas keberadaan wali itu kurang dari

405yekh Muhammad bin gosim al Ghuzzi, Fathul Qorib, (Damaskus: Maktabah darul
Mahabbah), h. 73.
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perjalanan goshor dengan adanya bukti atau sumpah seseorang maka
menggunakan wali hakim tidak sah.*

Jika tidak ada wali hakim maka muhakkam adlun.
Asy-syarqowi berkata jika hakim tidak ada maka bagi zaujain boleh
mendirikan wali dari orang merdeka yang yang adil untuk mengagad
nikahnya, lain halnya jika hakim ada walaupun hakim dhorurot maka
ia tidak boleh mengawinkannya kecuali Mujtahid dan ini tidak ada
bedanya baik di rumah atau perjalanan, jika wali hakim dalam
mengawinkan itu menarik uang yang besar yang tidak seperti
biasanya maka boleh yang menjadi walinya orang merdeka yang adil
walaupun ada wali hakimnya.*?

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali
nikah adalah :*3
a) Kamal al-Ahliyyah (Balig, berakal sehat dan merdeka)

Bagi anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang
wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seseorang
yang melakukan akad.

b) Muslim
Sesuainya agama antara wali dengan calon mempelai

perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama

41Syekh Muhammad Nawawi al Bantani, Nihayatuzzain,(Semarang: Daru lhya Al-
Kutubul Arobiyyah Indonesia), h. 308.

425yekh Muhammad Nawawi al Bantani, Nihayatuzzain..., h. 310

“Wahbah Al-Zuhaily, Al-Figh al-Islamiyyu wa ‘ddillatuhu juz VII, (Damaskus: Darul
Fikr), h. 670.
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d)

non muslim sedangkan calon mempelainya muslim atau
sebaliknya. Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’
ayat 141 yang berbunyi :

eSMuS-'eM ‘ﬁu&‘w@ﬂeﬁu‘suue&uwﬁwﬂ‘
L)AeS’_\AJJeSAYC J)A.Luuej‘ \}JEA_\MJUJJS\SHU\SU\)
u.uﬂ\Sﬂ Aﬂ\ du.\ul) M\_\sl‘ eyes.u.\es;li\ﬂlﬁ ../,3’}‘5\

s (a3l e

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang
akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika
terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata:
"Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika
orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan)
mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan
membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan
memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah
sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”(QS. An-Nisa’
1 141).
Laki-laki

Tidak boleh perempuan menjadi wali, karena perempuan
tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka ia juga tidak boleh
menjadi wali. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat, laki-laki
bukan termasuk syarat menjadi wali, sebab perempuan yang
telah balig dan berakal sehat dapat menjadi wali bagi untuk
dirinya sendiri atau wali untuk perempuan lain.
Adil

Adil di sini bermakna teguh kuat agamanya dengan

melaksanakan perintah agama. Mencegah diri dari berbuat dosa

baik besar maupun kecil. Sesuai hadis yang berbunyi :
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cawliy Ja¥) Y JE aie QU iy gele 0l 0
m\a\_j‘)_dd.c

“Hadis diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas : “Tidak sah nikah

kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. ” (HR. Ahmad)

Apabila dibawa dalam konteks kelndonesiaan, syarat adil
tidak begitu mendapatkan perhatian. Asalkan seseorang
menyatakan beragama Islam, di samping juga terdapatnya
syarat-syarat balig, berakal sehat, dan laki-laki, maka sudah
dipandang cukup untuk bertindak sebagai wali.**

e) Cerdas

Yang dimaksud cerdas adalah mengetahui tentang nikah
yang menyangkut persesuaian mempelai (kafah) maupun faedah,
hikmah dari pernikahan tersebut. Cerdas juga dapat diartikan
sebagai orang yang tidak menghamburkan hartanya.*

f) Tidak sedang ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasar pada
hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ‘Usman yang artinya :
“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang
dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang. "¢

Dalam kitab Tanwirul qulub wali disyaratkan :

4Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press,1999), h. 41.

“SWahbah Al-Zuhaily. Al-Figh al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu, juz VII, (Damaskus: Darul
Fikr), h. 199.

48 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia..., h.78.
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a)

b)

f)

Mukhtaron (mempunyai pilihan) maka tidak sah menikahkan
dengan adanya paksaan.

Balig, maka yang tidak balig tidak boleh menikahkan sebab ia
dalam menguasai atau mengurus dirinya saja tidak mampu
bagaimana mengurus atau menguasai orang lain.

Berakal, maka tidak boleh menjadi wali orang yang gila.
Merdeka, maka seorang hamba sahaya tidak boleh menjadi wali.

Laki-laki, maka banci dan wanita tidak boleh menjadi wali
nikah baik untuk dirinya atau orang lain, jika wanita
mengawinkan dirinya dengan seizin wali atau dengan tanpa
seizin wali, atau selain wali mengawinkannya dengan seizin
wanita tanpa izin wali maka batal akadnya.

Harus orang Islam pada wanita yang Islam, dan wanita kafir

walinya kafir, sebab ada firman Allah swt QS. An-Nisa 141.:

eSMuS-'eM ‘ﬁu&‘w@ﬂeﬁu‘suue&uwﬁwﬂ‘
U*“(‘S’-"“-‘J(‘SJ}' J)A.Luuej‘ \}JEA_\MJUJJS\SHU\SU\}
G A Al et s et a3 i Ky A6 Geial

i (a3l e

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang
akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika
terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata:
"Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika
orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan)
mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan
membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan
memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah
sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”(QS. An-
Nisa’: 141).
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Dan QS. An-Nisa ayat 144:
u.\.m}d\ JJuAcLJj\u.Us\S]\ \jda.u\f\}m\u.d\\.g_\\b
MA\;LL:L?SJ;&\}LA.\U\ jd.\).\\

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-
orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata

bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS.An-Nisa’ : 144)

g) Wali tidak fasiq.*” Jika wali yang fasiq bertaubat dengan taubat
yang benar maka seketika itu boleh mengawinkan, sebab
yang disyaratkan tidak fasiq bukan adil. Pengertian wali
harus adil maksudnya wali tidak fasiqg, yang dimaksud taubatnya
wali seketika harus tetap menolak kemadharatan dan melakukan
sholat wajib. Walaupun tidak ditemukan menolak kemadorotan
dan tidak mengqgodo sholat dalam kenyataannya. Lain halnya
saksi maka harus lewat setahun setelah taubatnya. Jika fasignya
dengan hal yang dilarang secara jelas seperti saksi bohong.*8

Adil vyaitu bisa menguasai dirinya hingga bisa mencegah

perbuatan dosa besar dan perbutan yang rendah, seperti

mencuri satu suap makanan, mengambil satu biji kurma

dan menjauhi  perbuatan rendah yang diperbolehkan

47Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili Assyafi’i, Tanwirul Qulub fi muamalati
allamilghuyub, (Semarang: Annur Asia), h. 345.
48Syekh Muhammad Nawawi al bantani. Nihayatuzzain..., h. 306.
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seperti berjalan tidak bersandal, membuka tutup kepala,
makan di pasar bagi selain ahli pasar.*® Dalam kitab
Al-Bajuri pernikahan tidak sah dengan wali yang fasig dengan
melakukan kefasigan macam apa saja yang diharamkan oleh
syari’at seperti minum arak, mencuri, berzina, meninggalkan
sholat dan melakukannya diluar waktunya yang telah ditetapkan
baik melakukan fasignya dengan terang-terangan atau tidak.
Sebab ada hadis Nabi Muhammad saw :

2 ye (Y] ZlY

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid”.

Imam Syafi’i berkata yang dimaksud wali Mursyid adalah
al-‘adlu atau tidak fasiq. Ini berlaku bagi selain imam a’dzom
atau pemimpin atau hakim. Maka jika hakim yang fasig maka
boleh menikahkannya walaupun fasiq, hakim fasiq boleh
menikahkan dengan kefasigannya baik anak perempuannya atau
anak perempuan orang lain dengan wilayah ‘Ammabh, tapi jika
tidak ada wali selainnya. Jika ada maka mendahulukan wali
yang ada sebab wilayah khashah didahulukan atas wilayah
‘Ammah. Jika ada wali yang fasiq dan wali tersebut terhalang

untuk menjadi wali, maka pindah ke hakim yang fasiq dan

49Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi’i, Tanwirul Qulub fi muamalati
allamilghuyub..., h.345.
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hakim fasiqg boleh mengawinkan dengan kefasigannya. Lain
halnya wali yang fasiqg, maka tidak boleh menikahkan dengan
menyandang fasiq. Imam Ghozali berbeda dengan pendapat ini
maka kewalian tidak berpindah ke hakim tapi wali yang fasiq itu
yang mengawinkannya.°

h) Harus dalam keadaan halal bukan sedang ihram, jika wali
sedang ihram haji atau umroh maka batal perkawinannya.

i) Tidak makhjur ‘alaih sebab bodoh atau lainnya.

Adapun melihat dari sifat yang diwajibkan kepada para wali
adalah para ulama telah bersepakat bahwa syarat wali adalah Islam,
baligh dan laki-laki, dan yang menghilangkan sifat kewalian adalah
lawannya atau kebalikanya yaitu : Kafir, kecil (belum baligh) dan
wanita.

c. Kedudukan Wali Nikah
1) Wali dalam Figih
Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara  fibarat
al-nas yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan.
Namun dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk nas yang fbarat-nya
tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu

secara fisyarat dapat dipahami tentang keberadaan wali.

91brohim Al Bajuri, khasiah albajuri (Bandung: Syirkah Al-Ma’arif), h. 104
1Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi’i, Tanwirul Qulub fi muamalati
allamilghuyub..., h. 345
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Para ulama berselisih pendapat tentang masalah wali apakah
wali itu syarat dari syarat-syaratnya nikah ataukah bukan. Menurut
Imam Malik bahwa wali adalah syarat dari syarat-syaratnya Nikah
oleh sebab itu tidak sah nikah tanpa adanya wali, dan ini diperkuat
oleh riwayat Asyhab dan juga pendapat Imam Syafi’l.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-sya’bi dan
Az Zuhri ada perbedaan bahwa jika seorang wanita agad nikah
dengan tanpa wali dan laki-lakinya itu sekufu (sebanding
derajatnya) maka boleh tanpa wali.

Adapun Imam Dawud membedakan antara perawan dan
janda. Imam Dawud berkata jika perawan maka disyaratkan
adanya wali, dan tidak mensyaratkan wali jika janda.>? Pendapat ini
terdapat juga dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro karangan Abil
Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Anshori Al- Syafi’i
yang terkenal dengan nama Al-Sya’roni.

Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad sesungguhnya akad
nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali laki-laki, jika wanita
akad nikah dengan sendirinya maka batal, dan pendapat imam Abu
Hanifah sesungguhnya bagi wanita boleh mengawinkan dirinya
dan membuat wakil atas nikah dirinya jika ia ahli tashorruf dalam

hartanya dan tidak ada pertentangan atas dirinya kecuali jika

21bnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid wanihayatul Mugtashid Juz 2..., h. 6.
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meletakkan dirinya terhadap laki-laki yang tidak sekufu maka di
sinilah muncul pertentangan wali. Dan pendapat Imam Malik jika
wanitanya dzatusyarofin (mulia golongan keturunan Nabi) dan
banyak harta maka tidak sah nikahnya kecuali dengan adanya wali.
Jika wanitanya bukan dzatu syarofin wa malin maka boleh
menjadikan orang lain yang menikahkannya dengan ridonya
wanita tersebut, dan pendapat Imam Dawud jika perawan maka
tidak sah nikahnya tanpa adanya wali jika janda maka sah.>

Dan dikecualikan atas riwayat Ibnu Al-Qosim dari pendapat
Imam Malik tentang masalah wali ada pendapat yang keempat
bahwa mensyaratkan wali itu sunnah bukan fardlu (wajib). Oleh
sebab itu boleh bagi wanita selain golongan syarifah untuk
menggantikan walinya dari orang laki-laki untuk menikahkannya
dan sunah bagi tsayyib (janda) untuk mendatangkan wali agar
menikahkannya. Melihat dari pendapat ini bahwa wali itu sebagai
kesempurnaan bukan syarat sah nikah. Lain dari ashab Imam Malik
dari golongan Baghdad mereka berpendapat bahwa wali adalah
syarat sah nikah bukan syarat kesempurnaan.

Adapun penyebab dari perbedaan itu adalah tidak ada ayat
dan as-sunnah yang jelas dalam menyaratkan wali, apalagi nash

yang jelas, bahkan ayat-ayat dan sunah-sunah yang sudah berlaku

53Al-Sya’roni, Al Mizan Al KubroJuz 2,(Surabaya: Al-Hidayah), h. 108.
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untuk hujjah wali sebagai syarat nikah itu masih muhtamil
(mengandung), begitu juga ayat-ayat dan sunnah-sunnah yang
dibuat hujjah bahwa nikah gugur/tidak sah tanpa wali juga masih
muhtamil. Dan hadis-hadispun di dalamnya mengandung lafadz
yang menimbulkan perselisihan dalam kesahanya kecuali haditsnya
Ibnu Abbas walaupun yang mengugurkannya pun tidak
mempunyai dalil sama sekali. Dan dalam hal ini hujjah yang
masyhur dipakai oleh kedua golongan dan menjelaskan arah
kesamaannya. Orang yang menzohirkan hukum yang dibuat hujjah
diambil dari al-Qur’an tentang mensyaratkan adanya wali dalam

pernikahan adalah QS. Al-Bagarah ayat 232 :

u@é\”\u;s%u’ig);,smumu@g@mw\@mj
wy@u\iw@hyd&dujﬂue@_\u\jm\}b\
B

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat
kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih
suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS.Al-

Bagarah : 232)
Mereka berpendapat ini adalah khitob untuk auliya (para wali
nikah). Seandainya mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian

niscaya mereka tidak dicegah untuk mempersulitnya. Dan firman

Allah :
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“Dan janganlah kamu menikahi wanita- wanlta musyrlk sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Bagarah :
221)

Ini juga khitob untuk para wali nikah, adapun hadits yang
masyhur digunakan untuk hujjah disyaratkannya wali dalam nikah
adalah hadis-hadis yang diriwayatkan azzuhri dari Urwah dari siti
‘Aisyah :

s allayl alug adde O e U Jsy JB clld diile oo
@édd‘j&\fﬂ&@t@&é@}dh\ﬁaﬁ
A Jsl e (Jg Olabdld |5 atl) Hlé g Clalla L jealld

O s b J 5 520 il 4 A
Artinya:  “Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa di
antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari
walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali).” Jika
suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya
(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian
apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi
orang yang tidak mempunyai wali. ” (HR. Tirmidzi)

Adapun dalil yang dibuat Hujjjah bagi orang yang tidak
mensyaratkan wali dalam akad Nikah adalah al-Qur’an dan al-

Hadits :
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“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri  (hendaklah  para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
(QS. Al-Bagarah: 234)
Ini dalil atas bolehnya menggunakan agad atas dirinya.
Adapun dalam hadis yang dibuat hujjahnya adalah hadits yang
diriwayatkan Ibnu Abbas yang Al-Muttafaq (telah disepakati)

tentang keshohehannya :

el S el s (e Lgmadiy Gal ) ¢ bl 5 3Ll ale 8
PRPPELPAPI g

“Rasulullah SAW telah bersabda: “Orang yang tidak mempunyai
jodoh itu berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan
gadis dimintakkan perintahnya (untuk  mengawinkannya)

kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah walinya ”

Dari hadis ini Dawud memisahkan antara perawan dan janda.>*

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah
merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan
batal demi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali.>® Wali

dalam perkawinan ditempatkan dalam rukun nikah menurut

>1bnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid wanihayatul Mugtashid Juz 2.., h. 6.
%Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 44.

106



2)

kesepakatan ulama. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai
orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat
pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk
kelangsungan perkawinan tersebut.
Wali Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Di Indonesia perkawinan merupakan salah satu syari’at
Islam yang diakomodir menjadi Undang-undang tepatnya UU No.
I tahun 1974. Di dalam Undang-undang tersebut pasal yang
menjelaskan tentang wali terdapat dalam bab Il tentang syarat-
syarat perkawinan. Dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus
mendapat izin kedua orang tua.

ayat (3) : Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

ayat (4) : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama
mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan
kehendaknya.

Bab Perwakilan pasal 51 berbunyi :
Ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang
menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia

meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan
dihadapan 2 (dua) orang saksi.
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Ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak
tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran
sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

Dalam Pasal 6 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 1
Tahun 1974 ini menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya
sebuah perkawinan dan diatur secara rinci di dalamnya tentang
pernikahan yang memerlukan izin dari kedua orang tua. lzin orang
tua dibutuhkan oleh kedua mempelai ketika kedua mempelai belum
mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, jika sudah berumur lebih
dari 21 (duapuluh satu) tahun maka tidak lagi diperlukan izin dari
kedua orang tua.

Tetapi dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa
Perkawinan vyang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat
perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak
sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang
saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk menghindari perbedaan pendapat yang terdapat
dalam pandangan para ulama fighiyah, para Ulama di Indonesia
bermusyawarah dan dalam musyawarah tersebut menghasilkan

Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan Inpres No. 1 tahun 1991.
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Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pembahasan wali

diatur pada Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Karena begitu pentingnya

posisi wali dalam suatu perkawinan, maka KHI menjelaskan dalam

Pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai

wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum

Islam yakni muslim, aqil dan baligh.ss Dan wali nikah itu terdiri

dari wali nasab dan wali hakim yang dijelaskan terperinci dalam

Pasal 21, 22, 23. Pasal 21 ini menjelaskan tentang urutan wali

nasab, yaitu:

(ayat 1)

(ayat 2)

: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan

kelompok

yang lain sesuai erat tidaknya susunan

kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat :

. kelompok kerabat laki-laki garis lurus

keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah
dan seterusnya.

: kelompok  kerabat saudara  laki-laki

kandung atau saudara laki-laki seayah, dan
keturunan laki-laki mereka.

: kelompok kerabat paman, yakni saudara

laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan
keturunan laki-laki mereka.

kelompok saudara laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-
laki mereka.

: Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat

beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,
maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih
dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

wanita.
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(ayat3) : Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan
maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah
karabat kandung dari kerabat yang seayah.

(ayat 4) : Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya
sama Yyakni sama-sama derajat kandung atau sama-
sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama
berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa apabila wali nikah yang
paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah
atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu
atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat berikut.

Apabila wali-wali tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) tidak ada
atau enggan atau ‘adhal, maka hak perwalian berpindah kepada
Kepala Negara atau pejabat pemerintah yang di sini disebut sebagai
wali hakim, dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 23, yaitu :

(ayat 1) : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau ‘adhal atau enggan.

(ayat 2) : Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada
putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

d. Hikmah al-Tasyri Wali Dalam Akad Pernikahan
Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang
wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria,
karena adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan
yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan

itu, sehingga jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau
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karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengijinkan, kedudukan wali
dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim.
Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan
untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan
dalam kehidupan perkawinannya.

Adapun yang mengenai hikmah al-tasyri wali dalam akad
pernikahan disini yakni ada yang berpendapat bahwa fungsi wali nikah
sebenarnya sebagai wakil dari perempuan, karena sifat pemalu
perempuan yang mengakibatkan pengucapan ikrar ijab tersebut perlu
diwakilkan oleh pihak wali sebagai pengganti atas perempuan yang
berada di bawah perwaliannya. Sehingga wali disini berfungsi sebagai
wakil dari perempuan atau anak yang berada di bawah
pengampuannya, karena pada dasarnya yang paling berhak adalah
perempuan tersebut.®® Tidak hanya disini mengenai hikmah al-tasyri
taukil wali dalam akad pernikahan juga disebutkan dalam kitab hikmah
al-tasyrik wafalsafah karangan Ali Ahmad al Jarjuwi sebagai berikut :
yaitu etika kepada guru atau orang yang dipandang mulia dan untuk
hal kemaslahatan keturunan, keberkahan, kelanggengan.®’

Hikmah adanya wali dalam perkawinan juga disebabkan karena
pada umumnya perempuan tidak banyak bergaul dengan laki-laki,
sehingga wajar jika perempuan tersebut kurang paham tentang jati diri

seorang laki-laki. Oleh sebab itu, agar perempuan tidak tertipu oleh

%6Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari
Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214.
STAli Ahmad al Jarjuwi, Hikmah Al-Tasrik Wafalsafah, (Dar al-Fikr: 1987), h. 28
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rayuan laki-laki maka dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih
mengetahui secara pasti jati diri seorang laki-laki sebab wali yang
sering bergaul dengan laki-laki atau karena wali sama-sama seorang
laki-laki sehingga dapat menilai antara laki-laki yang baik dan buruk.>
2. Taukil Wali Nikah
a. Dasar Hukum Taukil Wali Nikah

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun
nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuanya. Wali
kebanyakan mewakilkan kepada orang yang yang dipercayainya atau
kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal
dengan Taukil wali dan tentu harus dipahami makna dari taukil wali
tersebut.

Kata taukil berbentuk masdar, berasal dari kata wakkala-
yuwakkilu- taukilan yang berarti penyerahan atau pelimpahan.>® Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan
adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan)
hak wewenang.>®

Sedangkan kata al-wakalah atau al-wikalah adalah perwakilan.

Yang menurut bahasa berarti al-hifz, al-kifayah, ad-daman dan at-

8Ahmad Warson Munawwir. Ahmad Warson Munawwar. Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia terlengkap..,, h. 1579.
%Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 594.
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tafwid yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian
mandat.®

Dari segi makna secara etimologi, baik taukil maupun wakalah
tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang
sama, yaitu wakalah. Adapun pengertian taukil atau wakalah menurut

istilah syara “ dalam perspektif berbagai madzhab adalah sebagai

berikut :®

‘Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah
seseorang menempati diri orang lain dalam hal tasarruf (pengelolaan).

‘Ulama Malikiyah mengatakan, al-wakalah adalah seseorang
menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan
kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

‘Ulama Hanabilah mengatakan, al-wakalah adalah permintaan
ganti seseorang yang memperbolehkan adanya tasarruf yang seimbang
pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak
Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut ‘Ulama Syafi’iyah al-wakalah berarti
sesorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang
yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang

diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

80Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 231.
1 Abdul Rahman al-Juzayriy, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba ‘ah juz 111, 167-168
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Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat
disimpulkan bahwa al-wakalah adalah penyerahan urusan seseorang
kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan,
kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan
(muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama
muwakkil masih dalam keadaan hidup.

Pada dasarnya Allah SWT.Menciptakan manusia dengan bakat
dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan
yang lainnya. Akibatnya banyak orang yang perlu bertopang pada
bantuan orang lain dan memanfaatkan kelebihannya dalam berbagai
hal demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu,
para fugaha“ sepakat bahwa tawkil wali hukumnya adalah boleh karena
bertujuan untuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Adapun mengenai tawkil disini Allah SWT menyatakan dalam

al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut :

1.2.. @Méw&&dbw\}gwehubﬂﬁj
GJ\ 4 es eSA;\ \)m\.se.u.\“.meh\fi:u \)ﬂﬂ j.auauj\
Y ulah.d“ ':ji\_deJ.\ r,S.\l_ds Ll S5 l.@_\\ )L.\.JS q.d\

\J;\ eS.q U,)’-"‘“"
“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling ber-
tanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara
mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka
menjawab: "Kita be- rada (disini) sehari atau setengah hari". berkata
(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya
kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu
untuk pergi ke kota dengan membawa uang pe- rakmu ini, dan

hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia
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Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun.”

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya
wakalah. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan
pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang
berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat
mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai laki-laki berhak
mewakilkan kepada orang lain dan mempelai perempuan yang diwakili
oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk
menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan
istilah taukil wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah
kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali
tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan
dalam akad nikah.

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang
menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi
wewenang oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon
mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka
berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya taukil wali nikah dapat
terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, hendaknya

dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.
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Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW,
bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai “suatu perjanjian dengan
nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu
urusan. "2

Dasar disyari’atkan wakalah diatur dalam :

1) Al-Qur’an

QS. al-Kahfi ayat 19 :

mbsueﬂese@_mdmdue@mggw»udmj
?SSJ}’?SJ;\‘ \Ae.u.d\.mek:\ J\)ﬂﬁeyuauj\u}\
Mo 35 &bl Gbl S5\ sl 2dl J) o

\h\éau)wy;uwj

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling

bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di
antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)".
Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah
hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui
berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa
uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan
yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu
untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS.
al-Kahfi : 19)

Q S an- lea ayat 35 )
\)JALAJLGUIS&\U\LAG_\.\.\&\ y\a).».a\\m).\

457

2Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h.
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-

1)

2)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.”(QS.An. Nisa: 35)

Q.S. Yusufayat55: . ) . )

M Lads ) =0V G108 e iles) 6
“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi

berpengetahuan. ”(QS. Yusuf: 55)

QS. Yusuf ayat 93:

Cpaadl KBG i3 an cl Fass e s M ands 150

“Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu
letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali;
dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”. (QS. Yusuf: 93)
Al-Hadits

W Gy alls 5 4e A L all 0505 &1 g ol (el Be

) Cu 8 5 A 558 sl (e DA 5 &)
“Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah “saw

mengutus Aba Rofi’ dan seorang laki-laki dari golongan Anshor,
maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti
harits. "3
Ijma’

Hukum asal wakalah atau taukil adalah jaiz (boleh).

Wakalah atau taukil terkadang hukumnya sunah jika menolong

terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika

83 Anas bin Malik. Al-Muwata’ juz I, h. 348.
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menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram
jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika
menolak bahaya dari orang yang diwakili.%

Dalam permasalahan taukil wali nikah adalah jaiz (boleh)

seperti halnya hukum asal wakalah. Hal ini sesuai dengan kaidah :

i 438 CREE AT Jla 0 8 i b Hia () iyl Slala 8
“Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang,ia

boleh mewakilkan kepada orang lain "°

Dan kaidah fighiyyah :

OR55 A Sl candly a8l Ge o0 O Sl Jlale 38
A O Lasial) S 13 66t 438
“Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri

seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila

sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.

Dan kaidah :
ST e 4 e R O A IS 38 a5l (58 g s O
“Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri,

dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan

8%Wahbah az-Zuhayliy, Al-Figh al-Islam wa ‘Adillatuhu juz V, h. 4061.
®Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1993), h. 103.
6\Wahbah az-Zuhayliy, Al-Figh al-Islam wa ‘4dillatuhu..., h. 219.

118



tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan

oleh orang lain. %’

Dalam kitab Al-Manhaj karangan syekh Zakaria Al-Anshori
bahwa Taukil atau mewakilkan permasalahan kepada seseorang
yang diperbolehkan oleh syariat adalah dalam masalah ibadah Haji,
membagikan zakat, menyembelih kurban, menjualkan barang
dagangan, membelikan barang dagangan, masalah hibah
(pemberian), masalah salam (pesan memesan), masalah gadai,
masalah nikah, masalah thalak (cerai), semua jenis akad, dan
pembatalan agad, masalah hutang piutang, masalah dakwa, dan
menjawab, juga dalam masalah berburu dan mencari kayu,
menurut qoul yang adzhar (dimenangkan).

Juga agad wakalah sah pada istifa (memenuhi) tuntutan siksa
pada ibnu adam seperti gishosh dan had qodaf (tuduhan), tapi ada
yang mengatakan ini tidak boleh kecuali dihadapan al-Muwakkil,
tidak boleh taukil terhadap masalah ibadah yang fardlu ain seperti
sholat fardlu, masalah syahadah (kesaksian) sumpah lla, sumpah
li’an, semua bentuk sumpah, dan dzihar menurut qoul ashoh juga

Igror (pengakuan) menurut goul Ashah.%®

57 Abdul

al-Tagwaa liltaba'

Rahman al-Juzayriy, Kitab al-Figh 'ala ‘I-Madhahib al-Arba'ah, Juz 1V, (Daar
wa al-Nasyr wa al-Tawzi', t.th), h. 42.

8Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi, Minhajul Abidin wa umdatul Muftin, (Jiddah: Al-

Haromain), h. 56.
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Hukum taukil wali nikah itu hukumnya sunnah sebab ia
menolong atas perbuatan yang hukumnya sunnah. Adapun dasar

hukumnya adalah firman Allah Swt QS. an-Nisa: 35:

O ol e Sa 5 ala) G eSS ) gl Leginn (3lad el (5

hed Lale S8l &) Lgan all) 38 5 lalal) 1y )
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal ”.(QS.An-Nisa : 35)%°

b. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab Taukil Wali Nikah
Dalam melaksanakan taukil terdapat beberapa rukun dan syarat
yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam taukil.
Adapun rukun serta syarat-syarat taukil adalah sebagai berikut :
1) Muwakkil (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau
diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak
sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang
melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih
dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak

sempurna akalnya.”

89Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., h. 109.
“Wahbah az-Zuhayli. Al-Figh al-Islam wa ‘4dillatuhu..., h. 4061.
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2) Wakil
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang
yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah
adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan
upacara pernikahan.”* Sedangkan dalam kamus Munawwir, wakil
adalah menjadikan wakil, menunjuk sebagai wakil.”
Persyaratannya sama dengan muwakkil. Sebagai wakil harus
memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang
dilimpahkan muwakkil kepadanya dan wakil harus orang tertentu,
maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh muwakkil. Persyaratan
lain yang harus dipenuhi wakil adalah :
a) Beragama Islam
b) Balig
¢) Laki-laki
d) Adil (tidak fasik), mampu menjalankan ajaran agama dengan
baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan
untuk wakil mempelai laki-laki.”
Orang yang menerima tugas untuk mewakili seseorang dalam
akad nikah, tidak bolen mewakilkan lagi pada orang lain untuk

menjalankan tugasnya itu. Perwakilan menjadi sah apabila wakil

"ITim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, Cet. Ke-2
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M), h. 1266.

2Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap...,
h. 1579.

8Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 1999), h. 46.
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dalam menjalankan tugas perwakilannya sesuai dengan apa yang
telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Kalau tidak sesuai
atau menyimpang, maka perwakilannya itu dianggap batal atau
tidak sah.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam
Minhajul Abidin wa umdatul Muftin, Syarat wakil adalah orang
yang sah menyandang wakil untuk mentasharrufkan sesuatu yang
diserahkan kepadanya. Karena itu, tidak sah untuk menjadi wakil
seorang anak kecil, orang gila, wanita dan orang yang sedang
Ihram dalam masalah nikah, akan tetapi menurut gaul shahih boleh
mewakilkan anak kecil dalam masalah izin memasuki rumah,
mengantarkan hadiah, dan menurut qoul ashoh boleh seorang
hamba menjadi wakil dalam penerimaan agad nikah dan penolakan
ijab dalam agad nikah.”

3) Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan :
a) Menerima penggantian.

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu
melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya
kepada orang lain yang memenuhi syarat.

b) Pebuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh muwakkil.
c) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak

dilarang (mubah).

74Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi, Minhajul Abidin wa umdatul Muftin..., h. 56
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d) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang
diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil
mengatakan: “Aku mewakilkan kepada engkau untuk
menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah
seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam
kitabnya Minhajul Abidin wa umdatul Muftin, Syarat muwakkal fih
(sesuatu yang diwakilkan) bahwa sesuatu yang diwakilkan itu
adalah milik muwakkil (orang yang mewakilkan) maka tidak sah
mewakilkan sesuatu yang belum dimilikinya seperti saya wakilkan
kepadamu untuk menjual hamba yang akan saya beli, atau menalak
wanita yang akan saya nikahi. Dan syarat muwakkil fih yang kedua
adalah qobilan linniyabah (bisa untuk diwakilkan/ digantikan
menurut syariat) oleh karena itu tidak boleh mewakilkan dalam
masalah ibadah badaniyah yang hukumnya fardlu ain seperti sholat
lima waktu.™

4) Shigat (lafadz mewakilkan)

Syarat shigat adalah dari muwakkil adalah lafadz yang
menuntut ridlonya seperti saya wakilkan kepadamu dalam masalah
ini atau saya serahkan masalah ini kepadamu, atau kamu adalah

wakilku dalam masalah ini. Shigat itu merupakan ucapan dari

5Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi, Minhajul Abidin wa umdatul Muftin..., h. 56
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muwakkil yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh : ”Aku
wakilkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”.
Tidak disyaratkan gabul bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak
menolak.”
Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya taukil,
yaitu :
a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan
urusannya dikarenakan sibuk.
b) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk
dijangkau.
c) Sesesorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara
melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
d) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada ‘udzur syar’i,
misalnya sakit.
Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah

fighiyyah :

Dsmxally Lt V) gusnall

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan

dengan perbuatan yang sukar dijalankan. "

Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap

pelaksanaan perbuatan syara’ hendaklah dikerjakan menurut daya

"5Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figh Mazhab Syafi’/, h. 115
"Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan
fighiyah), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), h. 174.
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kemampuan orang mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dicapai
akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sulit untuk
mencapainya. Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas
maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum
yang sah.”®

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali
nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi
wali dan kemudian menikahkan. Maka wali tersebut boleh
mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad
dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan
di atas. Maka ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai
wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi
wali nikah dengan cara taukil wali nikah yaitu mewakilkan kepada
orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam
akad nikah.

Semakna dengan kaidah di atas adalah :

EPRPUSE SR
“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat

ditinggalkan secara keseluruhan. ’°

Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan
fighiyah)..., h. 175.

% Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan
fighiyah)..., h. 175
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B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam melakukan penelitian, untuk
mengetahui keaslian penelitian ini maka diperlukan data lain guna dijadikan
data pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. M. Ahdi Dzikrullah.® Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi
Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar
Kabupaten Gresik), Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim
Malang. Penelitian ini membahas mengenai taukil wali yang terjadi pada
masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena
ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada
wali ketika akad dilakukan. Praktek taukil wali juga merupakan bentuk
etika kepada kiai atau tokoh masyarakay setempat yang dianggap mampu
menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat langsung perilaku yang
terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M.
Ahdi Dzikrullah tersebut bahwa pelaksanaan taukil wali dilatar belakangi
oleh ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya
taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik

merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat

8M. Ahdi Dzikrullah, “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat
Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)”, (Tesis Program Studi
Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017).
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terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi
Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti saat ini, yaitu sama-sama membahas menganai taukil wali
nikah. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa
pembahasan. Apabila M. Ahdi Dzikrullah melakukan penelitian tentang
taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik, maka
penulis melakukan penelitian tentang Praktek Taukil Wali Nikah di Kota
Bengkulu Perspektif ‘Urf.

2. Nattasya Meliannadya.®! Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang. Dalam
penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa semua Kepala Kantor Urusan
Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai taukil wali yang
terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,
dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri
Agama yang baru khususnya dalam hal taukil wali, namun dengan
alasan yang berbeda-beda. Implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama
Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan
Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing  yang

terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya mempunyai

8INattasya Meliannadya, Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang VVolume 4 Issue 1 March 2020.
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kesamaan dengan permasalahan yang di teliti oleh peneliti saat ini yakni
sama-sama meneliti tentang taukil wali nikah dan sama-sama melakukan
penelitian dalam bentuk penelitian lapangan. Perbedaan terletak pada
pisau analisisnya.

3. Oktaviani dan Arif Suganda,® Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai
(Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade). Penelitian
ini menyimpulan bahwa praktek taukil wali nikah telah berjalan sejak lama
sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Sade yang secara
garis besar disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap taukil
wali nikah sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa
mereka tidak begitu mengaharapkan mempunyai besan, dan cara tersebut
untuk menghindari gunjingan dari masyarakat. Selain itu taukil wali nikah
sudah menjadi kesepakatan dan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan
sanksi. Dan seiring berjalan waktu taukil wali nikah di Dusun Sade
dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kyai. Penelitian yang
dilakukan oleh penulis diatas mempunyai persamaan dan perbedaan
dengan masalah yang diteliti oleh peneliti sekarang. Persamaannya terletak
pada masalah penelitian yakni tentang taukil wali nikah, dan jenis
penelitiaannya sama-sama berbentuk penelitian lapangan. Sedangkan

perbedaanya terletak pada pisau analisisnya.

820ktaviani dan Arif Suganda, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek
Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade, Jurnal al-Ahwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019
M/1440M
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C. Kerangka Pikir
1. Pengertian ‘Urf
Secara etimologi al-‘Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf
‘ain, ra’, dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata marifah
(yang kenal). Ta’rif (definisi), kata maruf (yang dikenal sebagai kebaikan),
dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf menganduk makna :

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam
bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata
yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam
pengertian timologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dalam pengertian lain.®

Kata ‘Urf secara etimologi berarti , sesuatu yang di pandang baik
dan diterima oleh akal sehat® sedangkan secara terminology, seperti yang
dikemukakan oleh Abdul karim Zaidah, istilah ‘Urf berarti : Sesuatu
yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa

perbuatan atau perkataan.®*

Ulama Ushuliyin memberiknan definisi: “Apa yang bisa dimengerti

olen manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa

perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.%®

8Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.
8g5atria Effendi dan M. Zein, Ushulfigih, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.
8Masykur Anhari, Ushul Figh, (Surabaya: Diantama, 2008), h.110.
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Menurut Abdul Wahab Khallaf ‘Urf yaitu apa yang saling diiketahui
dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan

dinamakan adat.%

Menurut Wahbah Zuhaili ‘Urf merupakan sesuatu yang di pandang
baik dan diterima oleh akal sehat. ‘Urf diartikan suatu hal yang menjadi
kebiasaan manusia yang umum di kalangan mereka atau ucapan yang
diartikan secara umumatas makna khusus bukan secara bahasa dan ketika

didengar tidak menimbulkan makna lain.%’

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘urf dan
adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu
perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang
rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti
kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘urf didefinisikan sebagai

kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.®

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi
kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang
kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai
segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi
netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Sedangkan kata
‘urf digunakan memandang pada kualitas yang dilakukan, diketahui, dan

diterima orang oleh banyak. Dengan demikian kata ‘urf mengadung

8 Abdul Wahhab Khallaf, IImu Ushul Fikih, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 104
87Wahbah Az-Zuhaily, Ushul Al-Figh Al-Islami, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987), h. 828
8Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.
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konotasi baik.®°

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan
‘urf, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu
dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada
adat dan ‘urf , tidaklah berarti kata adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya
meskipun diguakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata
yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti
yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat
terhadap kata adat.*®
Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘Urf dengan
adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan
tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan,
seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak
laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan
mereka tidak mengucapkan kata, daging sebagai, ikan. Adat terbentuk dari
kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun
tertentu.*
Menurut bahasa, berasal dari kata ‘arofa-ya rufu-ma’rufan yang
berarti, yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal
oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun

pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388.
%Abdul Wahhab Khallaf, [Imu Ushul Fikih..... h. 58.
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(kebiasaan). Sebenarnya, para ulama’ Ushul Figh membedakan antara
adat dengan ‘Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil
untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan “sesuatu
yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang
rasional”.®

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo’ (guru
besar Figh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa
‘Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya,
suatu ‘Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan
dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan ‘urfbukanlah kebiasaan alami
sebagaimana yang berlaku dalam kabanyakan adat, tetapi muncul dari
suatu pemikiran dan pengalaman. Dan yang dibahas oleh kaum Ushul
Figh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar’i adalah ‘Urf, bukan
adat.%

Arti ‘Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuata
atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi
untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat
‘Urf ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh ‘Urf yang bersifat
perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual

beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh ‘Urf yang bersifat

9INasrun Haroen, Ushul Figh 1,(Jakarta: Logos, 1996), h. 98.
92Nasrun Haroen, Ushul Figh 1..., h. 108.
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ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas
anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh
al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.%

Al-“Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’
yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma rifah (yang terkenal),
ta’rif (definisi), kata ma ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata
‘Urf (kebiasaan yang baik).

Di dalam Risalah al- ‘Urf, Ibnu Abidin menerengkan bahwa : Adat
(kebiasaan) itu diambil dari kata mua’awadah, yaitu : mengulang-
ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia
terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan
apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan ‘Urf searti walaupun
berlainan mafhum.®* Menurut bahasa ‘Urf adalah sesuatu yang biasa
dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang
biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau
ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk
melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang ‘Urf juga disebut
dengan adat (kebiasaan).%

‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya,

baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.

9A. Hanafie, Ushul Figih, (Jakarta: Wijaya, 1957), h. 115.
%Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh.....h. 67.
%Rohman syafi’, IImu Ushul Figih, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999), h. 132.
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Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘Urf dengan adat.
Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-
menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad.

Adat ucapan, seperti kebiasaan manuasia menyebut al-walad secara
mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka,
juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan, daging bukan ikan. Adat
terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum
atau tertentu. Berbeda dengan ijma’, yang terbentuk dari kesepakatan para
mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.®®

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri.
Pada umumnya, ‘Urf ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat
serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash.
Dengan ‘Urf dikhususkan lafal yang ‘amm (umum) dan dibatasi yang
mutlak. Karena ‘Urf pula terkadang giyas itu ditingalkan. Karena itu, sah
mengadakan kontrak borongan apabila ‘Urf sudah terbiasa dalam hal ini,
sekalipun tidak sah menurut giyas, karena kontrak tersebut adalah
kontrak atas perkara yang ma’dum (tiada).”’

Kata 'Urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat
kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang

lebar, ringkasnya: ‘Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal

% Abdul wahab khalaf, llmu Ushul Figih..., h. 129.
% Anhari Masykur,Ushul Figh,(Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), h. 115.
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sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau
kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang
apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya
sama.*®

Landasan Hukum ‘Urf

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum
syara’ dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal
ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus
memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa
yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka,
disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan
dengan syara’ maka harus dijaga.

Syar’i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab
dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas
perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam
perkawinan dan pembagian ahli waris.

Oleh karena itu para ulama’ berkata: Adat adalah syari’at yang
dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum
berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para
muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat

mereka. Sedangkan Imam Syafi’i ketika di Mesir, mengubah sebagian

M. Adip Bisri, Risalah Qawa’id Figh, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 129.
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hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat,
oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (Qaul Qodim dan Qaul Jadid).

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena
memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau
membatalkan hukum syara’. Bila manusia sudah biasa melakukan akad
yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang
mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan
akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan
waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan
masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para
ulama’ figh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan
pada dalil dan alasan.®®

Para ulama sepakat bahwa 'Urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah
selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal
dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan
hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat
ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan
gaul gadim dan gaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau
menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di

Mekkah (gaul gadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).

%Moch Rifa’i, Ushul Figh, (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), h. 97.
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Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'Urf.
Tentu saja 'Urf Fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.*®
3. Macam-macam ‘Urf
Para Ulama Ushul figh membagi ‘Urf'kepada tiga macam :

a Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al- ‘Urf al-lafzhi (kebiasaan
yang menyangkut ungkapan) dan al- ‘Urf al-amali (kebiasaan yang
berbentuk perbuatan).

1) Al- Urfal-Lafzhi
Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan
lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu,
sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas
dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan, daging® yang
berarti daging sapi; padahal kata-kata, daging® mencakup
seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi
penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki
bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli
daging 1 kg° pedagang itu langsung mengambil daging sapi,
karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan
penggunaan kata daging pada daging sapi.
2) Al-‘Urfal-‘Amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

10Amir Syarifuddin, Ushul Figh I1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60.
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perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud
perbuatan biasa® adalah kebiasaan masyrakat dalam masalah
kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan
orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu
dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan
khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan
masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara
khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah
kebiasaan masyrakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara
tertentu. Misalnya kebiasaan masyrakat dalam berjual beli bahwa
barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh
penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti
lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani
biaya tambahan.t

b Dari segi cakupannya, ‘Urf terbagi dua vyaitu al-‘Urf al-‘Am
(kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘Urf al-Khash (kebiasaan yang
bersifat khusus).

1) Al-UrfAl-‘Am
lalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan,

seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan

WLAmIr Syarifuddin, Ushul Figh I1...., h. 84.
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jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang
telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-
orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa
itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti
hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam
urusan  yang menjadi  tugas  kewajibannya  dengan
rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan oleh

Hadis Nabi Muhammad saw :

%~ o
E
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2)

"Siapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya
berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu
hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu
berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari
pintu-pintu riba.”

Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan
rakyatnya.
Al-‘Urf Al-Khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat
tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat
cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan
untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat

mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai
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penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘Urf terbagi dua.
Yaitu al’Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al- ‘Urf al-

Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) Al-‘Urf Al-Shahih
Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat
yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak
menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa
mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak
laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini

tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) Al-‘UrfAl-Fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil
syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya,
kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam
menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama
pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam
tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah
apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%.

Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam,
penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena

keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut
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mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik
seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong
dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis,
menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari,
Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah
praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang
dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi’ah (riba yang muncul dari
hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut
Ulama Ushul Figh termasuk dalam kategori al- ‘Urf al-Fasid.'%
4. Kehujjahan ‘Urf
Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah
selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama Malikiyah terkenal
dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan
hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat
ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan
gaul gadim dan gaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau
menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di
Mekkah (gaul gadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).
Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf.
Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.%®

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul figh tentang

102Abdul Latif Muda, Pengantar Figh, (Bandung : Pustaka Salam, 1997), h. 43.
193Djazuli, llmu Figh, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), h. 128.
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kehujahan 'Urf.
a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'Urf adalah
hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah

Swit :

Claladl e (i j2 s sl sl il 4
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang
makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

(QS. Al-A’raf ; 199)

b. Golongan Syafi’iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak
menganggap ‘Urf sebagai hujah atau dalil hukum syar’i. Mereka
beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur’an turun, banyak sekali ayat yang
mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah
masyarakat.

Apabila diperhatikan penggunaan 'Urf ini, bukanlah dalil yang
berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah,
bedanya kemaslahatan dalam ‘Urf ini telah berlaku sejak lama sampai
sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemashlahatan itu
bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada
hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan
diberlakukan. Menurut Rahmat Syafi’i, bahwa 'Urf menurut penyelidikan
bukan merupakan dalil syara’ sendiri. Pada umumnya ‘Urf ditujukan
untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan

hukum dan penafsiran beberapa Nash‘.
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Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘Urf yang dapat
dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘Urf yang tidak
bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Adapun kehujjahan ‘Urf
sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini :

Firman Allah Swt dalam surat al-A’raf ayat 199 :

Calalall (e G215 cadally Hal5 seall 33
“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 104

Dalam ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin
untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai
oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang
dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan ayat ini Allah
mengambil ‘Urf dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan
sebagai sumber hukum, karena memang ‘Urf adalah suatu perkara yang
bisa dan boleh dijadikan sumber hukum.

a. la menjadi kehujahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Golongan yang
tidak menerima ‘Urf sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafie
tidak menerima ‘Urf sebagai sumber hukum secara  jelas dan nyata.
Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima ‘Urf sebagai

sumber hukum. Golongan ini menolak kehujahan ‘Urf kerana ia

04Kementerian AgamaRl, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., h. 237

143



bercanggah dengan nas-nas syarak. Contohnya seperti amalan riba
yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan
oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak.%®

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud berkata :

Al N 538 G & 3a00A0 315 16585 (a alll Se 368 Ul & 3aliall 315 L

oy

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah
buruk di sisi Allah. "%

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan bahwa
kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim
yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, merupakan
sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan
semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang

berkaitan dengan ‘Urf antara lain sebagai berikut :

gl 4 g el 8 Y5 al e Y ks ¢ 4305 K

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada
pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi
107

bahasanya, maka dirujuk kepada ‘Urf.

Oleh ulama Hanafiyyah, ‘Urf itu didahulukan atas giyas khafi

1%Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan,
1977), h. 80.

106 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 212-213.
07Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., h. 217.
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(giyas yang tidak ditemukannya ‘illah secara jelas) dan
juga didahulukan atas Nash yang umum, dalam arti ‘Urf itu
mentakhshis nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian,
menjadikan ‘Urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai
dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syafi’iyyah banyak menggunakan ‘Urf dalam hal-hal
yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara’> maupun
dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan
‘Urf dalam hukum Islam :

Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa
sesorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian
dia makan ikan maka tidaklah dianggap sesorang itu melanggar
sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan ‘Urf, kata daging
(lahmun) tidak diartikan dengan kata ikan (samakun).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan ‘Urf yaitu tentang
usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya
najis yang dima’afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum
dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang
lainnya berkenaan masalah ‘Urf.1%

5. Korelasi Taukil Wali nikah dan ‘Urf
Taukil wali nikah sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan
sudah berlangsung lama, dan ini termasuk ‘urf amaly atau ‘urf fi’ly.

Dalam kajian hukum Islam, ‘urf yang diterima itu hanyalah ‘urf

18 Ahmad Kamaruddin, Usul Figh I, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), h. 206.
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shahih yaitu ‘urfyang tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan
hadis serta mengandung manfaat, tidak hanya bagi perorangan tapi
juga bagi masyarakat luas dalam komunitas tertentu. Maka kebiasaan
taukil wali nikah itu perlu diteliti, apakah termasuk ‘urf shahih
ataukah ‘urf fasid.

Dalam penentuannya digunakan juga tinjauan maslahat.
Maslahat yang dimaksud adalah sesuatu yang baik, bermanfaat,
memudahkan tanpa menghilangkan tujuan utama dari adanya wali

nikah dalam akad nikabh.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu
kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di
lembaga-lembaga, organisasi Masyarakat (sosial) maupun lembaga
pemerintah.1®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya
jenis penelitian lapangan atau field reserch adalah penelitian yang dilakukan
dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti
agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti
mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota

Bengkulu.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu
pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk melihat
penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang
dilakukan, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.
Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan atau
fakta yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

193urnadi Suryabrata, Metode Penelitian, cet. VII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007),
h. 36.
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C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai
suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa
secara sistematis sesuai dengan apa adanya.''® Penelitian deskriptif dengan
tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala
yang ada.'!!

Dalam penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah
memberikan gambaran dan keterangan mengenai Praktek Taukil Wali Nikah

Melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/penghulu di Kota Bengkulu.

D. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian dilakukan di 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama
Kecamatan dari total 9 (sembilan) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di
Bengkulu. Pemilihan ini didasarkan pada banyaknya jumlah peristiwa nikah
yang ada di KUA tersebut. KUA Kecamatan tersebut yaitu :
1. KUA Kecamatan Selebar
2. KUA Kecamatan Kampung Melayu
3. KUA Kecamatan Gading Cempaka
4. KUA Kecamatan Singaran Pati
5. KUA Kecamatan Ratu Agung
6. KUA Kecamatan Muara Bangkahulu

7. KUA Kecamatan Sungai Serut

110Nyoman Dantes, Metode Penelitian, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), 51.
11w, Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.
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E. Sumber Data
Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.'*? Penelitian ini
menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber

data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.'!®* Sumber data primer dapat
diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data
asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilimiah ini ialah
Pegawai Pencatat Nikah dan Penghulu di Kota Bengkulu. Jumlah seluruh
Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Kota Bengkulu berjumlah 32 orang.
Dengan jumlah Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu yang cukup banyak
dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu,
pengambilan sumber data primer ini menggunakan teknik Purposive
Sample. Purposive adalah salah satu strategi menentukan informasi yang
paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok
peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan
dengan masalah penelitian tertentu.!'* Ciri-ciri khusus sampel purposif

yaitu :11°

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), 114.

113Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2014), 137.

114M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Sosial Intelektual ), (Jakarta:Kencana, 2007), 38

115Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung:Alfabeta, 2013), 368

90



a. Emergen sampling design (sementara)

b. Serial Selection of Sample Units (menggelinding seperti bila salju atau
snwoball)

c. Continuous Adjustment or focusing of the sample (disesuaikan dengan
kebutuhan)

d. Selection to the point redudancy (dipilih sampai jenuh).

Penggunaan taknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau
dilakukan dengan sengaja, acara penggunaan sampel ini diantaranya
populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi
yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa
berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah
didapat dari populasi sebelumnya.''® Purposive sample mencangkup
responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau
kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria
yang ditentukan.!*’

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain
ataupun dokumen.!!® Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari
sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau

laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan

116Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 58.
7Morissan, Metode Penelitian Survey, (Jakarta:Kencana, 2012), 117
118Sugiyono, Metode Penelitian., 137.
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data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk
mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan
pustaka sebagai data sekunder.

Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan
al-Qur’an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri
Agama No. 20 Tahun 2019 dan buku-buku yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan
dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau
karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data
ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka
mencapai tujuan penelitian.t*®
Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
berupa :
1. Wawancara
Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung.'®® Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

11%W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.
120Hysaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2003), 57.
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terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itU.121
Teknik yang digunakan wawancara terstruktur, dimana pewawancara
telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap
pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman,
emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.*??
Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan
adalah sebagai berikut :
1) Mukmin Nuryadin, M.H.I (Kepala KUA Keamatan Selebar)
2) H. M. Jamil, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung)
3) Hafiz, M.H.I (Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu)
4) Hanafi, S.Sos.l (Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka)
5) Sayuti Haryono, S.H.I (Kepala KUA Kecamatan Kampung Melayu)
6) Marlius Putra, M.H.I (Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati)
7) Sahmul Basil, S.Ag., M.H.I (Kepala KUA Kecamatan Sungai Serut)
8) M. Sururi, S.Th.l., M.H.I (Penghulu KUA Kecamatan Sungai Serut)
9) Zulhamdi, S.H.I (Penghulu KUA Kecamatan Singaran Pati)
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau

peristiwa yang lalu.'?®> Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari

121104Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), 186.

122\, Gulo, Metodologi Penelitian ., 119.

1231pid., 123.
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data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan
sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau
informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-
undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil

wawancara serta foto-foto selama penelitian.

G. Teknik Analisis Data
Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan
data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan
penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai
dengan proses sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Ulang (Editing)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-
berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas
data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-
hal kejelasan makna jawaban, kesesuai jawaban satu dengan yang lainnya,
relevansi jawaban, keseragaman satuan data.'?*

2. Kategorisasi (klasifikasi)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam

124Bambang Sunggono, Metodologi Penellitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
199), h. 129
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bagian- bagian yang memiliki kesamaan.'?® Kategorisasi dilakukan dengan
tujuan untuk membedakan antara data primer dan data sekunder. Setelah
dilakukan kategorisasi maka peneliti dengan mudah dapat membedakan
data yang diperoleh dari informan tentang praktek taukil wali nikah di Kota
Bengkulu dengan data yang berasal dari buku tentang pernikahan dan buku
tentang ‘urf lainnya.

3. Mengecek Keabsahan Data (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti
untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dengan memeriksa
kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan
agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau
diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh
sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan
jelas sumber data yang diperoleh.

4. Analisi ( Analyzing )

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan terinterprestasikan. Secara umum analisis data
dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di
lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan
untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir

125] exy. J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2007), h. 288
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tertentu.?6

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan
menggunakan konsep ‘Urf, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang
menarik dan dapat memberikan konstribusi akademik yang signifikan.

5. Kesimpulan (Concluding)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah Concluding.
Concluding adalah  pengambilan kesimpulan dari data-data yang
diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca
atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.
Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang
dilakukan di masyarakat yang nantinya digunakan untuk membuat
kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah

dipahami.

1%6Hasan Bisri, Metode Penelitian Figh Paradigma Penelitian Figh dan Figh Penelitian,
(Bogor: Kencana, 2003), h. 284
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa obyek
penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu yang ada di
Kota Bengkulu, karena secara umum masyarakat lebih mempercayakan taukil
wali nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu
yang meliput dan mencatat proses berlangsungnya pernikahan. Oleh sebab itu,
perlu dikemukakan tentang obyek penelitian tersebut.

1. Pengertian Penghulu
Dalam sejarah perkembangan agama Islam di Indonesaia,
penyebutan istlah penghulu tidak dilepaskan dengan ulama. Keduanya
memilki peran yang sama dalam penyebarab Islam di tengah-tengah
masyarakat. Jabatan penghulu di Indonesia sendiri sudah ada sejak masa
kerajaan, tetapi secara kelembagaan baru menemukan bentuknya pada

abad ke-19 dan 20.'%’
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa

penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam

127Halili Rais, Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam; Studi
Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta,
(‘Yogakarta: Penerbit Lingkaran, 2020), h. 43
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di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama
Islam di Pengadilan Negeri; Kadi.'?®
Lebih spesifik, pengertian penghulu tertuang dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Penghulu, bahwa Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai
pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan
bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan
masyarakat Islam.12
2. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu
Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan
pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan,
dan bimbingan masyarakat Islam. Kepenghuluan adalah kegiatan
pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan,
dan bimbingan masyarakat Islam. Pengembangan Kepenghuluan adalah

kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi

dan sosialisasi tentang perkawinan. Bimbingan Masyarakat Islam adalah

128pysat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), him. 1447.

12%peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Jabatan Fungsional Penghulu. Pengertian ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1 ayat 5
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kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan
pembinaan masyarakat Islam.*3
3. Sebaran Penghulu di Kota Bengkulu

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA
Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota. 3!

Sebagai unit pelaksana pada Kementerian Agama, KUA dipimpin
oleh seorang Kepala KUAZ®2 yang dibantu oleh beberapa staf dan pejabat
fungsional lainnya, salah satunya adalah penghulu.

Penghulu di kota Bengkulu berjumlah 32 orang yang tersebar di

sembilan Kantor Urusan kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.

Tabel 4.1

Jumlah Penghulu di Kota Bengkulu

No KUA Kecamatan Jumlah Penghulu
1 | KUA Kecamatan Selebar 4
2 | KUA Kecamatan Ratu Agung 4
3 | KUA Kecamatan Gading Cempaka 5

130permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

13lpgraturan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 20 tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan

132Dalam Permenpan RB No. 9 tahun 2019 dan PMA no. 20 tahun 2019 disebutkan
bahwa Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.
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4 | KUA Kecamatan Teluk Segara 3
5 | KUA Kecamatan Kampung Melayu 4
6 | KUA Kecamatan Singaran Pati 4
7 | KUA Kecamatan Muara Bengkahulu 4
8 | KUA Kecamatan Sungai Serut 3
9 | KUA Kecamatan Ratu Samban 1

Jumlah 32

Sumber : Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bengkulu

Tabel 4. 2

Nama-nama Penghulu di Kota Bengkulu

No

KUA Kecamatan

Nama Penghulu

Selebar

Mukmin Nuryadin, M.H.I
Jaudi Hartono, M.H.I
Noprizon Naydi, S.Sos.l., M.H.I

Dasri, S.Ag., M.H.I

Ratu Agung

H.M. Jamil, S.Ag

Ali Warman, S.Ag

Ahmad Bukhori, S.H.I
Khairul Amri Tanjung, S.H.I

Intaman, S.H.I

Gading Cempaka

Hanafi, S.Sos.1
Dr. H. Fuad Muzakkar, Lc., M.H.I

Drs. Jamhir, MA
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Momori Susandi, Lc., M.H.I

Ardiansyah, S.H.I

4 | Teluk Segara

H. Suwardin, M.H.I
H. Dimyati, S.Ag

Sahmil, S.Ag

5 | Kampung Melayu

Sayuti Haryono, S.H.1
Handi Jekson, S.H.I
Junaidi, S.Sos.l., M.H.I

Okto Jumadi, M.H.I

6 | Singaran Pati

Marlius Putra, M.H.1
Zulhamdi, S.H.1
Rika Peru Suriyanto, S.H.I

Beni Hutagalung, S.H.I

7 | Muara Bengkahulu

Hafiz, M.H.1
Fakhrudin, S.H.I

Rudian, M.H.I

8 | Sungai Serut

Sahmul, S.Ag., M.H.I
Muhammad Sururi, S.Th.l., M.H.I

Yasir Daulay, S.Ag., M.H.I

9 Ratu Samban

1.

2.

H. Mahmuda, S.Ag., M.H.I

H. Boby Jenius, S.H.I

Sumber : Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bengkulu
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B. Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah atau
keturunan yang mempunyai hak istimewa untuk menjadi wali nikah dalam
pernikahan. Orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, sebagai
wali nasab ayah yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

Dalam proses pelaksanaan perkawinan, banyak sekali ditemukan wali
nasab memberikan taukil kepada Kepala KUA dan Penghulu atau kepada
orang lain, baik itu yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun tidak.

Menurut Bapak H. M. Jamil, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ratu Agung, bahwa ada dua kondisi dalam pelaksanaan praktek
taukil wali nikah yakni taukil nikah di majlis akad nikah, dan taukil wali nikah
dengan surat kuasa. Taukil wali yang dilakukan di majlis akan nikah biasanya
bersifat spontan, disampaikan secara lisan oleh wali nasab kepada Kepala
KUA atau penghulu dengan alasan tertentu. Sedangkan taukil wali nikah
dengan surat kuasa dilakukan saat proses pendaftaran nikah di KUA dengan
format surat kuasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.'%

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Hanafi, Kepala KUA
Kecamatan Gading Cempaka, bahwa pelaksanaan praktek taukil wali nikah
yang biasa tejadi di masyarakat ada yang berlangsung di majlis akad nikah dan

ada juga menggunakan taukil wali bil kitabah.***

133Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2021
13%\Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2021
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Dari penjelasan narasumber diatas bahwa praktek taukil wali nikah
telah ada aturan yang jelas yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 :

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab gabul pada saat akad nikah, wali nasab
dapat mewakilkan kepada Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang
memenuhi syarat.

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat
surat taukil wali dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi.

Ayat (6) : Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Taukil wali nikah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota
Bengkulu dilatarbelakangi oleh beragam alasan dari wali nasab.

Menurut Bapak Hafiz, Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu,
pada umumnya yang menjadi sebab terjadinya taukil wali nikah yakni
ketidakmampuan wali dalam mengucapkan ijab gabul. Selain itu ada juga
yang disebabkan oleh wali nasabnya berada di tempat yang jauh, yang tidak

memungkinkan bagi wali nasab untuk menunaikan hak perwaliannya.**®

1%5Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2021
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Menurut Bapak Sayuti, Kepala KUA Kecamatan Kampung Melayu,
ada juga taukil wali nikah itu disebabkan oleh wali nasabnya dalam keadaan
sakit. Jika kondisi ini terjadi wali nasab biasanya membuat surat kuasa kepada
Kepala KUA untuk menjadi wali nikah anaknya dengan dengan mengisi form
taukil wali bil kitabah. Tetapi ada juga wali nasab tetap memilih menghadiri
dan menyaksikan pelaksanaan akan nikah dengan wali taukil secara lisan
kepada kepala KUA.

Bapak Sayuti menambahkan, bahwa juga ada pernah terjadi kasus
dimana seorang anak memaksa wali nikahnya taukil kepada orang lain,
sedangkan dalam berkas pendaftaran nikah status ayah kandungnya masih
hidup. Setelah diselidiki ternyata orang tuanya sudah lama bercerai, anaknya
ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih bayi, dan dalam kurun waktu
perceraian tersebut ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah
kepadanya. Oleh karena itu dia menganggap ayahnya tidak layak untuk
menjadi wali nikahnya.

Selain itu, Mukmin Nuryadin, kepala KUA Kecamatan selebar
mengatakan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya taukil wali
nikah. Selain dari adanya ‘uzur syar’i, ditemukan juga bahwa terjadinya taukil
wali nikah disebabkan kerena pengangkatan anak. Ketika seorang anak diasuh
dari kecil oleh orang lain, yang dalam kehidupan barunya dipenuhi dengan
kehidupan yang berkecukupan, maka ketika anaknya akan menikah, tentu

ayah kandungnya akan menjadi sangat minder, apalagi ayah angkatnya

136\Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2021
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terkesan memaksa untuk menjadi wali nikahnya. Ada juga wali nasab

memberikan taukil wali nikah kepada Kepala KUA disebabkan ketidak

inginan wali nasab menyaksikan pernikahan anaknya yang tidak sesuai
dengan harapan orang tuanya.3’

Pernyataan Bapak Mukmin diatas sesuai dengan pendapat M. Thalib
yang mengemukakan tentang beberapa alasan orang tua yang berusaha
menghalangi perkawinan anaknya yaitu :38
1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya

orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;

2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan
orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak
keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memeiliki sopan santun
dalam tata pergaulan keluarga bangsawan.

3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah
bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan
harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri
dengan keluarga semacam ini. Memang tidak diragukan lagi bahwa
pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan
lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam
mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya

berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh

137\Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021
138\, Thalib, 20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak, cet. ke-12 (Bandung:
Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 90.
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pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan
pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan
tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua
yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang
tidak syar’i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali
tersebut disebut wali ‘adhal.

Masih menurut Bapak Mukmin, bahwa terlepas dari alasan-alasan atau
faktor penyebab wali nasab memberikan taukil kepada Kepala KUA atau
Penghulu, kewajiban kepala KUA tetap harus memeriksa dan mendalami
dengan seksama kebenaran alasan tersebut, apakah sesui dengan ketentuan
syara’ dan aturan yang berlaku, atau sekedar alasan yang mengada-ada.
Kepala KUA atau penghulu tetap menjelaskan secara utuh tentang hakikat
kehadiran seorang wali dalam sebuah pernikahan.

Agama Islam menunjukkan adanya seperangkat hukum-hukum yang
diberlakukan bagi seluruh pemeluknya. Peranan Petugas Pencatat Nikah
(PPN) tidak hanya memeriksa dan mencatatkan administrasi pernikahan,
tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang
menyangkut pernikahan itu sendiri, termasuk juga menjelaskan tentang syarat
dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi dalam sebuah akad pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat dirinci tentang
faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya taukil wali nikah di

amasyarakat Kota Bengkulu :
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1. Disebabkan adanya uzur syar’i, seperti sakit dan wali nasabnya bertempat
tinggal jauh.
2. Disebabkan karena rasa kurang percaya diri, takut dan grogi.
3. Disebabkan karena wali nikahnya kurang setuju dengan calon suami
anaknya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, praktek taukil
wali nikah di kota Bengkulu sebagai amanah pelaksanaan undang-undang
perkawinan, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019. Tapi sayangnya, baik Kompilasi
Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tidak
secara rinci menyebutkan alasan-alasan yang bisa dijadikan sebab untuk
dilaksanakannya taukil wali nikah.
Selain itu, dari hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa
masyarakat beranggapan bahwa taukil wali nikah sudah menjadi kewajiban
Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan masyarakat juga sudah terbiasa dan

mengaggap biasa kalau sese

. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, peneliti menganalisa
semua permasalah terkait praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu dengan
teori ‘Urf. Untuk mengukur sebuah praktek atau kebiasaan suatu masyarakat
bisa dikategorikan sebagai ‘urf haruslah memenuhi syarat kehujahan sebagai

berikut :
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1.

‘Urf harus berlaku terus menerus, yang berarti bahwa ‘Urf tersebut harus
berlaku di semua peristiwa tanpa terkecuali, sedangkan yang dimaksud
dengan ‘Urf berlakunya kebanyakan adalah bahwa ‘Urf tersebut berlaku
dalam kebanyakan peristiwa, yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya
adalah dalam praktek bukan kebanyakan dalam hitungan statistik.Jika
suatu perkara sama kekuatannya antara yang di biasakan dengan tidak di
biasakan, maka perkara tersebut dinamai dengan ‘Urf Mustarak. ‘Urf
semacam ini tidak dapat dijadikan sandaran dalil dalam menntukan hak
dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada satu waktu
bisa dianggap penentang dalil tersebut.

‘Urf yang dijadikan sebagai sumber bagi suatu tindakan harus terdapat
pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi, bagi ‘Urf yang timbul
kemudian dari suatu perbuatan tidak bisa depegangi. Hal ini untuk
menjaga kestabilan ketentuan suatu hukum, misalnya kata “sabilillah”
dalam pembagian zakatmenurut ‘Urf pada suatu ketika diartikan semua
keperluan jihad untuk agama atau semua jalan kebaikan, menurut
perbedaan pendapat para ulam mengenai hal ini kata “Ibnu sabil”
diartikan dengan orang kehabisan bekal perjalanan, kemudian pengertian
yang dibiasakan tersebut berubah. Sabilillah diartikan semata-mata
mencari ilmu dan lbnu sabil diartikan anakpungut yang tidak mempunyai
keluarga. Maka Nash hukum tersebut tetap diartikan kepada ‘Urf yang
pertama, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh Syara’,

sedangkan pengertian yang timbul sesudah keluarnya Nash tidak menjadi
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pertimbangan. ‘Urf yang menjadi dasar Kkata-kata ialah ‘Urf yang
menyertai diri mendahului, bukan ‘Urf yang datang kemudian. Oleh
karena itu para fugaha mengatakan: “Tidak ada pertimbangan terhadap
‘Urf yang datang kemudian.”

3. Tidak terdapat penegasan Nash yang berlawanan dengan ‘urf. Penetapan
berdasarkan ‘Urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan
kesimpulan, tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan
penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh sebab itu suatu
peminjaman barang dibatasi oleh penegasan yang meminjamkan, baik
mengenai waktu, tempat maupun besarnya, meskipun penegasan tersebut
berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Misalnya Seseorang
meminjamkan sebuah motor kapada orang lain hal ini dianggpa telah
diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukuran biasa, tetapi kalau
pemiliknya jelas-jelas menetapkan batasan-batasan sendiri meskipun
berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui
batas-batas yang telah ditentukan itu. Pemakaian ‘Urf tidak akan
mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syatiat, sebab
nash-nashnya syara’ harus didahulukan atas ‘Urf. Apabila nash syara’
tersebut bisa digabungkan dengan ‘urf maka ‘Urf tersebut masih dapat
dipakai.

Urf yaitu apa yang saling diiketahui dan saling dijalani orang, berupa
perkataan, perbuatan, atau meninggalkan dinamakan adat. dengan kata lain

merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka
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mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka,

ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu,

bahkan dalam pengertian timologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka
tidak memahaminya dalam pengertian lain.
Berdasarkan pengertian ‘urf di atas maka praktek taukil wali nikah

di Kota Bengkulu dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan praktek taukil wali nikah di
Kota Bengkulu dikategorikan sebagai al- ‘urf al-‘amali. ‘Urf ‘amali adalah
kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau
kebiasaan masyarakat yang berhubungan denganmuamalah keperdataaan.

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, praktek taukil wali nikah
dikategorikan sebagai ‘urf ‘aam. ‘Urf ‘aam adalah kebiasaan yang telah
umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa
memandang negara, bangsa, dan agama. Data ini terlihat dari kesimpulan
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah menyimpulkan :

“Tawkil wali dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabuapaten
Gresik su- dah menjadi hal yang biasa atau bisa juga menjadi adat
kebiasaan Masyarakat sekitar 90% masyarakatnya bertawkil wali dalam
akad pernikahan. Karena tidak memandang dari kalangan atau tipologi
masyarakat apa dan siapa, baik dari ka- langan masyarakat abangan,
masyarakat santri, masyarakat priyayi ketiga tipologi tersebut melakukan
tawkil wali dalam akad pernikahan. Akan tetapi dengan alasan yang
berbeda-beda dari orang yang dengan orang yang lain, bagi masyarakat
abangan dikarenakan ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad

nikah. Bagi masyarakat santri disebabkan adanya etika kepada tokoh
agama setempat, se- dangkan bagi masyarakat priyayi disebabkan adanya
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sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat.”**°
Disamping itu terdapat juga hasil penelitian Oktaviani dan Arif
Suganda yang menyimpulkan :

“Praktik taukil telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi
masyarakat di dusun Sade wali yang secara garis besar disebabkan karena
pandangan masyarakat menganggap bahwa taukil wali sebagai sarana
penyampaian kepada masyarakat luas, bahwa mereka tidak begitu
mengharapkan mempunyai besan. Oleh karena itu taukil wali dipilih
sebagai pilihan yang menurut mereka lebih baik supaya tidak mendapatkan
gunjingan masyarakat. Masyarakat Sade telah membuat kesepakatan
mengenai taukil wali dimana pada proses perkawinan mereka hak
perwalian pada taukil wali diserahkan kepada Kiai yang utus oleh pihak
keluarga. Dengan demikian ketika masyarakat melanggar kesepakatan
akan diberikan sanksi yang sudah disepakati. Taukil wali kepada Kyai
menunjukkan peranan penting elit agama dalam masyarakat Sasak Sade.
Oleh kerena itu selain untuk menghindari sanksi sosial berupa gunjingan
dari masyarakat kepada orang yang tidak mempraktekkan taukil wali
dalam pernikahan. Praktek taukil wali kepada Kyai yang telah menjadi
tradisi masyarakat muslim Sasak Sade muncul sebagai bentuk (apresiasi)
penghormatan kepada elit agama (Kyai). 4

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, praktek taukil wali

nikah di Kota Bengkulu termasuk kepada :

a. Praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu bisa menjadi al-‘Urf al-
Shahih, jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Komapilasi Hukum
Islam dan Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 20 tahun 2019, dan
terpenuhinya ‘uzur syar’i yang membolehkan terjadinya taukil wali

nikah. Selain itu, kepala KUA Kecamatan atau penghulu yang

1399M. Ahdi Dzikrullah, “Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat

Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)”, (Tesis Program Studi
Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017), h. 119

1400ktaviani dan Arif Suganda, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek

Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade, Jurnal al-Ahwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019
M/1440M
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menghadiri dan mencatat pernikahan tidak punya alasan menghalangi

dan menolak taukil wali nikah jika semua unsur syara’nya terpenuhi.

. Praktek taukil wali nikah bisa menjadi al- ‘Urf Fasid.

Praktek taukil wali nikah di kota Bengkulu bisa menjadi al- ‘urf
al-fasid, jika taukil dilakukan denga alasan-alasan yang di luar
ketentuan syara’ sebagaimana dikemukakan oleh beberapa Kepala
KUA diatas. Al-‘Urf al-fasid sebagimana dikemukaan diatas adalah
kebiasaan yang dilakkukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan
syara’, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Kefasidan dalam taukil wali nikah dapat dirinci sebagai
berikut :

1) Jika seorang anak menginginkan taukil wali nikah, sedang ayah
kandungnya masih hidup, cuma karena ayah kandungnya bercerai
dan dianggap tidak pernah memberi nafkah maka itu adalah bagian
dari kefasidan

2) Jika ayah kandungnya tidak menyetujui pernikahan anaknya, dan
memberikan hak wali kepada orang lain, dengan alasan calon
suami anaknya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orang

tua, maka itu adalah bagian daripada kefasidan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Taukil wali nikah adalah pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh
wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai
pengganti atas dirinya. Tujuan taukil wali nikah adalah untuk
mempermudah wali nikah dalam menunaikan kewajibannya sebagai
seorang wali, yang tidak bisa menjadi wali nikah karena diakibatkan
adanya ‘uzur syar’i, seperti muwakil sakit yang parah dan tidak bisa
disembuhkan dan atau jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi
wali (masafah al-ghasri). Adapun syarat wakil sama seperti syarat wali
nikah, yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil.

2. Taukil wali nikah di Kota Bengkulu ditinjau dari ‘urf adalah sebagai
berikut :

a. Ditinjau dari segi pelaksanaan yang biasa dilakukan praktek taukil wali
nikah di Kota Bengkulu dikategorikan sebagai al- ‘urf al- ‘amali. Hal ini
didasarkan bahwa taukil wali nikah merupakan kebiasaan masyarakat
yang Dberbentuk perbuatan berhubungan dengan muamalah

keperdataaan.
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b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, praktek taukil wali
nikah dikategorikan sebagai ‘urf ‘aam.

c. Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan syara’, praktek taukil
wali nikah di Kota Bengkulu adalah ‘urf shahih, tapi di lain waktu
bisa menjadi ‘urf fasid. Dikatakan sebagai ‘urf shahih, jika dalam
prakteknya taukil wali nikah benar-benar disebabkan oleh adanya ‘uzur
syar’i. Dan taukil wali nikah akan menjadi ‘urf fasid jika wali nikah
memberikan taukil kepada Kepala KUA/Penghulu atau orang lain
disebabkan karena adanya unsur Kketidaksukaan dan kemarahan

terhadap pernikahan yang dilakukan.

B. Saran

1. Kepada penyelenggara pelayanan nikah, dalam hal ini adalah Kantor
Urusan agama Kecamatan untuk tidak “mempermudah” taukil wali nikah.
Selagi halangan-halangan tersebut masih bisa diperbaiki maka itu akan
lebih baik. Dan yang lebih penting adalah memeriksa dengan seksama
alasan-alasan taukil tersebut dibuat.

2. Kepada masyarakat, sesungguhnya menjadi wali nikah tanpa taukil adalah
sebuah wujud adanya kasih sayang yang erat antara orang tua dan anak.
Menjadi wali nikah adalah bagian dari penunaian hak anak terhadap orang
tuanya. Oleh karena itu, harapannya masyarakat tidak terlalu

“mempermudah” taukil wali nikah.
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Nomor : 34g / kwo.6}.0U-I/PR.001]09% /202

Menindaklanjuti surat dari Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu Nomor:
1273/In.11/D/PP.009/08/2021 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Tesis  : Praktik Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2021
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